PUTUSAN
Nomar 1845/Pdt.Gf2016/PA. Tmk

a3 e gl ) iy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pads tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

I . 45 tafun, sgam

Istam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan 51, tempat kediaman
di Perum Winaya Jaya Blok C-14 RT.004 RW. 009 Kelurahan
Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya,
sebagai Pemohon;
melawan

40 tahun, agama Islam, pekerfaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan D1, tempat kediaman dahulu di Perum Winaya Jaya
Blogk C-14 RT.004 RW. 009 Kelurahan Sambongjaya
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik indonesia,

sebagal Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemchon serta memeriksa bukti-bukti  di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemchon dengan surat permchonannya tanggal 07 Desember
2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
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1845/Pdt.GI2016/PA. Tmk, tanggal 08 Desember 2016, dengan dalil-dalif

sebagai berikit;
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Bahwa Pemohcn telah menikah terhadap Termchon pada tanggal 09
Nopember 1987, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor ; 838/47/XI11 718536 ;

Bahwa setelah menikah FPemchon dengan Termohon pernsh merasakan
kehidupan berumah tangga yang bahagia dan ielah dikaruniai 2 orang
anak;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula
harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2008 mulai goyah karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk
didamaikan dan keadaan terssbut hingga menyebabkan Pemohon dan
Termohon telah terpisah dan tidak pernah berkumpul kembali;

Bahwa sebab teradinya perselisihan dan pedengkaran tersebut
disghabkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan Termehon beserta
anak-anak, sehingga Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut
Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui secara pasti keberadaannya, dan
balk Pemohon maupun Kke&luarga Pemohen sudah berusaha mencari
keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ditempuh
musyawarah baik antara Pemohon dan  Termohon dengan orang tua
masing-masing maupun dengan orang lain, namun usaha tersebut tidak
berhasil

Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak dapat diperiahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah
tangga dengan tentram dan damat maka Pemohon berketetapan hati untuk
memilih parceraian sebagai pilihan terahir darf semua pilihan yang ads;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah
memeanuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 hurup {f)
PP Nomor 9@ tahun 1575 jo. Pasal 116 hurup (f! Kampilasi Hukum Islam,
maka Pemchon memchon kepada Yth. Ketua Pengadiian Agama Kota
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Tasikmalaya Cg. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar
dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabutkan permohenan Permohoen ¢

2. Memberi izin kepada Pemohon [

- untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon
— QI
depan sidang Pengaditan Agama Kota Tasikmalaya;

3. Membebankan biaya perkara manurut hukum;

Atau apabita pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang tetah ditstapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadep
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telzh dipanggil secara resmi dan patut melalul
Radio Staran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota Tasikmalaya sebagaimana
relaas Nomor 1843/Pdt.G/2016/PA Tmk tanggal 15 Desember 2016 dan 13
Januari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemoton agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termchon, tetapi Pamohon tetap pada dafil-dafil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Permohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

a. Fotokopi KTP atas nama
_(Pemohon} MNomor Tanggal 1%

September 2012 vyang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota
Tasikmalaya, Bukti surat tersebut tefah diberi meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya vang temyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;

Fotokaopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
K/18/10/5U.035.5/115/1988 Tertanggal 16 Juli 1998 dan Akta Nikah
Nomar  939/47/X1/1718538 vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda £.2;

. Surat Keterangan Ghaib Nomor @ 470/1752/Pem tertanggal 07

Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sambongjaya
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, lalu cleh Ketua Majelis
diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. _ umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan

IRT, tempat kediaman di Winajaya AB4 RT.04 RW. 03 Kelurahan
sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dibawahn
sumpahnya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemchon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemchon sebagai Ibu Kandung,

- Babwa, saksi mengetahui Pemehon dan Termohon menikah pada
08 Neopember 1997,

- Bahwa, saksi mangetahui antara Pemohon dan Termohon teiah
dikaruniai 2 orang anzak :

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awainya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
leblh sejak bulan Juni 2008, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pettengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohen dan Termahon
tersebut Pemchon dengan Termohon tidak ada percekookan,
karena Termohon pergt dan tidak kembali lagi;
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Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara jelas,
namun setzhu saksi Termchon pegi meninggalkan rumah dan
anak-anak;

Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohen sudah
pisah rumah sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemochon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil:
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu fagi sehingga lebih baik bercerai;

pekerjaan PNS, tempat kediaman di Winajaya A4 RT.04 RW. 09
Keiurahan sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Bahwa, saksi kenal dengan Pemchon dan Tarmohon dan memiliki
hubtingan dengan Pemohen sebagai Adik kandung;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Tarmohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 08 Nopember 1997;

Bahwa, saksi mengatahui dari perkawinan Pemchon dan Termohon
telah dikaruniai 2 arang anzak;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak 1agi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Juni 2008 yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2008
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon
dan Termohon tidak pernah bersatu lagt,

Bahwa, perselisthan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada percekcokan,
karena Termohon pergi dan tidak kembali lagi;
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- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisinan dan
pertengkaran Pamohon dan Termohon secara jelas, namun setahu
saksi Termohon pegi meninggalkan rumah dan anak-anak;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasii:

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagt merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabuikan tuntutan
Pemaohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permchonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termchon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya,
tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu haiangan yang sah:

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut,
akan fetapi tidek datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon {verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1874, jc. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988, sebagaimana
teiah diubah dengan Undang-undang Nomaor 3 Tahun 20086 dan tarakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Isiam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan teiah berusaha
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semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
karena itu perkara ini harus segers diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termochon tidak pernah hadir di
parsidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena satah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di
Pangadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. vaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termehon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dati-dall parmohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegekn dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyal kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (voffedig en bindende bewijskrachf);

Menimbang, bahwa bukli P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah} yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan asfinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami Isteri, sehingga sejaian dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (voffedig en
bindende bewifskracht);

Merimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ke-ghaiban Termohaon,

Halaman 7 dari 14 halaran, Putusan Nemuor ; 1845/Pdt. G/2016/PA Tm K.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
mamenuhi syarat formal dan materitl, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewiskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemochon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termchon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor © Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Isiam. Saksi
1 Pamohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemchon dan
Termohon, adalah fakta yang Pemohon dengan Termohon tidak ada
percekcokan, karena Termohon pergi dan tidak kembali lagi dan relevan
dengan dalil yang harus dibukfikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksl tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR seshingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau crang dekat
Pemoheon dan atay Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Pemchon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemochon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohaon dan
Termohon, adalah fakta yang Pemochon dengan Termohon tidak ada
percekcokan, karena Termohon pergi dan tidak kembali lagi dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan cleh Pemohon. cleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telzh diatur dalam
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Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuldian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesugian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan P.3, Saksi 1 dan
Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagati berikut:

].  Bahwa Pemchon dan Termohon beragama Istam dan Termohon
bertempat tinggal di witayah Kota Tasikmalaya;

2, Bashwa saat ini Termehon tidak diketahui keberadaannya dan pihak
Pemohen dan  keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa Peamohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 09 Nopember 1997 di Kecamatan Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termechen rukun dan
telah dikaruniai 2 orang anak ;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2008
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisin dan bartengkar;

6. Bahwa perselisihan dan periengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena tidak tahu secara jelas, namun setahu saksi Termohon
pegi meninggalkan rumah dan anak-anak;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak bulan Juni 2008 dan
selama itu pula keduanva tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami istert;

8  Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termehon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
marukunican Pemohon dan Termoben, akan tetapi tidak berhasit, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
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9. Bahwa kedus saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, karena sudab sulit merukunkan Pemohon dan Terrmohon
dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya;

+a

Bahwa kediaman Termohon tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di
wilayah Republik Indonesia;

Ll

Bahwa Pemchon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang

sah;

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa sudah ads upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohen dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Babwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah {mamiage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan uniuk dipertahankan lagi {(cnhsel baar
tweespait),

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut;

1.  Bahwa Pemochon dan Termchon beragama lslam dan Termohon

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat {1) dan (2), jo.

pasai 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

diubah dengan Undang-urdang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan
kedua dengar Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat {1} Paraturan
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Pemerintah Nomar ¢ Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilast Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa tempat kediaman Termohen tidak jelas dan tidak diketahui dengan
pasti di witayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
27 ayat {1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Relaas Panggian
Termohon dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media
sebanyak 2 kali dengan tenggang wakiu satu bulan antara pengumuman
pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3
bulan setelah panggilan terakhir,

Bahwa Femohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan
kelum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini (persona standi In judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerys:

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi Pemophon menyatakan tetap bersikukub untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi {(orhesl baar tweespalf), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukumn Istam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum {30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Pemoheon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebin besar dari
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pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qeidah Figiyah,

rdcall Guda Ao adba saldall ¢ )0

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan®
8. Bahwa karena rumah tangga Femohon dan Termohon sudah tidak rukun,
elah terjaqdi persalisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. maka fakta
hukum tersebut telah memenuht alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f} Kompilasi Hukum Istam, sehingga permohonan
Pemchon patut untuk dikabulkan:
Y. Bahwa alasan perceraian Pemchon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechimatige daad), maka sesual Pasal 125 (1)
HIR permohanan Pemchon dapat dikabulkan dengan verstek:
tMenimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termghen telah
bergaul sebagaimanza layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam £.2 antara Pemohon dan Termchon helum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesaty, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan
Pamochon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota
Taskmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang svami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkacuali dengan akad nikah yang baru:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahunh
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
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dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hiiriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., MH.
sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, 8.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S Ag.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Mohammad Ramdani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirmya Termchon;

Ketua Majelis

Marliani, S.Ag., MH.
* Hakim Anggota

Lia Yu asih, S.Aqg.
Panit ganti

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran 4 Rp.  30.000,-

2. Proses : Rp.  40.000-
3, Panggilan : Rp. 225000
4, Redaksi : Rp. 5.000.-
5, materai : Rp. 5.000.-
Jumlah Rp. 306.000,.-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Potuzan Tarmgshs: wo e smmsmmsne s ienias

Putysan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal @ oo,

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomeor : 1845/Pdt.G/2016/PA. TmK,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



